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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
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KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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UU NO.2 TAHUN 2002
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PRoPAM

LEMBAGA ETIK POLRI disebut KOMISI KODE ETIK POLRI
KOMISI KODE ETIK BERSIFAT Ed Hoc.

DIBENTUK DG SKEP KAPOLRI SBG PEJABAT PEMBENTUK
KOMISI KEPP DAN SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA

HASIL PUTUSAN SIDANG ETIK BERSIFAT RELATIF
(REKOMENDASI)

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI KEWILAYAHAN KEPADA
KAPOLDA UNTUK MENYELENGGARAKAN SIDANG ETIK DI
WILAYAH




Menjalankan proses penegakkan
pelanggaran etik Polri;
Menyelenggaran tertib adm
penegakkan etik Polri;
Menyelenggarakan proses
penegakkan etik Polri secara
objektif,jujur,adil, transparan &
akuntabel;

Mewujudkan terciptanya
kepastian hukum;
Mengakomodir hak-hak terduga
pelanggar dlm proses
penegakkan KEPP

Cegah & minimalisir terjadinya
Tindak Pidana, sebagai
peringatan dini;

Terjaganya perilaku anggota
Polri sebagai pejabat publik
terkait dg norma dan nilai-nilai
budaya, hukum, agama dan
sosial masyarakat.

Terjamin kepastian hukum.




LEGALITAS

PROFESIONALISME
AKUNTABEL

KESAMAAN HAK

KEPASTIAN HUKUM
KEADILAN

PRADUGA TAK BERSALAH

TRANSPARAN




KEANGGOTAAN KKEP BERJUMLAH MIN 3 ORG KEANGGOTAAN KKEP BERPANGKAT MINIMAL SAMA
& MAX 5 ORG ATAU SETINGKAT LEBIH TINGGI DG TERDUGA
PELANGGAR




PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN

R P T el

SIDANG KOMISI
KODE ETIK

SIDANG
BANDING

6

PENGAWASAN
PELAKSANAAN

PENETAPAN PUTUSAN
ADM
PENJATUHAN
HUKUMAN

REHABILITASI
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HUKUM FORMIL » PERKAP 19 TAHUN »> PP 02 TAHUN 2003
2012
HUKUM MATERIL PERKAP 14 TAHUN » PERKAP 02 TAHUN
2011 2016
DELIK PERBUATAN ABSOLUT ABSOLUT ABSOLUT & RELATIF

B
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PETUGAS AKREDITOR »> PEMERIKSAAN PENYIDIK
>

PERANGKAT KOMISI
SIDANG
PENERAPAN SANKSI, ETIKA & SANKSI HUKUMAN SANKSI HUKUM &b
SANKSI REKOMENDASI ADM DISIPLIN BADAN & DENDA V
UPAYA HUKUM BANDING PENGAJUAN UP. HUKUM BIASA W,
KEBERATAN & LUAR BIASA

REHABILITASI DIBUKA SETELAH DIBUKA SETELAH HASIL PUTUSAN

JALANI PUTUSAN JALANI PUTUSAN BEBAS

S oTe T T e e S S e R

HAKIM DISIPLIN HAKIM
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SEKIAN & TERIMA KASIH




